
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I    

PENDAHULUAN 

      

1.1. LATAR BELAKANG  

 Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa 

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara 

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap 

perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka 

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.  

Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana 

untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan 

potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan 

bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam 

mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan sebagai siklus 

dinamis  dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional 

bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat 

diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan 

dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai 

dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.  

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

dan Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang  Nomor  25  Tahun  

2004  maka Renja dapat dilakukan perubahan dikarenakan sebagai 

berikut: 

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila 

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan 



keadaan, yaitu: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan 

keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2021, 

sehingga telah dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2021. 

Ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan nasional 

(RPJMN Tahun 2019-2024) dan kondisi pandemi Covid 19 sehingga 

kemudian telah dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas 

Tahun 2021 dan dijabarkan dalam Perubahan Renstra Perangkat 

Daerah Tahun 2018-2023; 

2. Penambahan kegiatan baru akibat kebijakan nasional dan perintah dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD 

ditetapkan antara lain dengan ditetapkannya Perpres 18 Tahun 2019 

tentang RPJMN 2019-2024, dan ditetapkannya Perda nomor 7 Tahun 

2021 tentang perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-

2023, sehingga telah ditetapkan pula perubahan Renstra Perangkat 

Daerah Tahun 2018-2023, serta adanya perubahan nomenklatur 

program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 tahun 2019, dan keadaan 

darurat atau keadaan luar biasa seperti halnya Pandemi Covid 19 yang 

memaksa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan 

perubahan perencanaan. 

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi Perubahan Renja 

Perangkat Daerah.  Sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Perubahan, maka setiap perangkat daerah wajib 

menindaklanjuti berbagai perubahan yang terjadi dan menuangkan dalam 

Rencana Kerja (Renja) Perubahan.  

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Panngan Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah 

menyusun Rencana Kerja Perubahan Bappedalitbang Kabupaten 

Banyumas Tahun 2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan 

Peraturan Bupati Banyumas No 52 TAhun 2020 tentang Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Tahun 2021. Renja Perubahan merupakan dokumen 

rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) 

tahun guna mengoperasionalkan RKPD Perubahan yang disertai dengan 

upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun 

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan 

masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 



Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan 

pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan ABPD (KUPA), 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) Perubahan sampai dengan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banyumas.  

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas 

menyusun Renja Perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 

Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Banyumas dengan mengacu kepada perubahan RKPD dan berpedoman 

pada Renstra perubahan SKPD . 

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Banyumas Tahun 2021 ini dijadikan acuan dalam membuat 

Rencana Kerja Anggaran tahun 2021 dan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah perubahan rencana 

kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan 

pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Perubahan Renja Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 ini 

disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Perubahan (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2021. 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan  Kabupaten Banyumas merupakan dokumen perencanaan 

perangkat daerah yang memuat Program, Kegiatan dan Sub kegiatan 

perubahan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana 

Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Pertanian dan Ketahanan 



Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Selain itu dokumen Perubahan 

Renja ini digunakan untuk melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan 

Rencana Kerja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. 

Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem 

perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan 

perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil untuk 

memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. 

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dimulai dengan 

usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang membutuhkan 

perubahan dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan 

dengan prinsip-prinsip, adalah sebagai berikut : 

1. Berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan mengacu pada 

rancangan awal Perubahan RKPD; 

2. Rumusan program, kegiatan, sub kegiatan di dalam Perubahan Renja 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 

2021 didasarkan atas pertimbangan pagu indikatif perangkat daerah 

dan pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati; 

3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Banyumas Tahun 2021 memuat kegiatan lanjutan tahun 

sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan 

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan 

target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami 

perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. 

 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah : 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421), pada Pasal 7 ayat (2) “Renja-

SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu 

kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan 

baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun 

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat “. 



2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, 

Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten banyumas Tahun 

2008 Nomor 5 Seri E); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 7); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Kabupaten  

Banyumas  Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2019 Nomor 1); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas 



(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21); 

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2020 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dimaksudkan 

untuk melakukan penyesuaian indikator kinerja, target kinerja dan 

kerangka penganggaran program dan kegiatan berdasarkan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2021, Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas 

Tahun 2005-2025, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 serta Perubahan 

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Banyumas Tahun 2018-2023. Perubahan Renja ini selanjutnya menjadi 

pedoman dan acuan serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja bagi Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2021 dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dilakukan dengan 

tujuan : 

a. Penyesuaian indikator, target dan pagu anggaran program dan 

kegiatan tahun 2021; 

b. Menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang 

Pertanian dan Ketahanan Pangan 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, 

efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan 

tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN PERUBAHAN RENJA  

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah sebagai 

berikut :  

BAB I. PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran 

umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, 



landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, 

sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan 

baik. 

1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja 

SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja 

SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L 

dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan 

proses penyusunan RAPBD. 

1.2. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya 

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman 

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran SKPD. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan 

Renja SKPD. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta 

susunan garis besar isi dokumen. 

BAB II.  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan sampai dengan 

Triwulan II serta Capaian Renstra SKPD 

 Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 

Renja SKPD capaian tahun 2021(tahun n), mengacu pada APBD 

tahun berjalan (tahun 2021) yang seharusnya pada waktu 

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.  

2.2   Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD 

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, 

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

38 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. 

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi 

masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang 



bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja 

yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu 

menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur 

kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai 

tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD 

yang bersangkutan.  

2.3  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, 

berisikan uraian mengenai: 

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang 

terkait dengan pelayanan SKPD;  

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, 

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM 

dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); 

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; 

dan 

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang 

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan 

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 

2.4  Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Berisikan uraian mengenai: (1) Proses yang dilakukan yaitu 

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil 

analisis kebutuhan; (2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut 

dilakukan; (3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut 

dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal 

RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru 

yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan 

kegiatan cocok namun besarannya berbeda.  

2.5  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan 

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok 

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, 

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil 

pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan 

pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan (bila sudah 

dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara 



lain: (1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan 

program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut 

diperoleh; (2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan 

dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

SKPD. 

 

BAB III.  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana 

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan 

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas 

pokok dan fungsi SKPD. 

3.2  Tujuan dan sasaran Perubahan Renja SKPD 

 Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan 

dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 

3.3  Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai:  

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap 

rumusan program dan kegiatan. Misal: a. Pencapaian visi dan 

misi kepala daerah, b. Pencapaian MDGs, c. Pengentasan 

kemiskinan, d. Pencapaian SPM. 

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan 

kegiatan, antara lain meliputi: (a) Jumlah program dan jumlah 

kegiatan; (2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan 

(apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang 

terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu); 

dan (3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci 

menurut sumber pendanaannya. 

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai 

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, 

pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. 

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH, menguraikan Rencana Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan DaerahKabupaten 

Banyumas rancangan awal Renja dapat dililhat dalam matrik renja 

SKPD 



BAB V. PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu 

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun 

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, 

kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II     

EVALUASI  RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 
TRIWULAN II TAHUN 2021 

       

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana 

Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas 

tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program 

yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Kabupaten 

Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan 

Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau 

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Banyumas Kabupaten Banyumas selama tahun 2021 sampai dengan 

Triwulan II dan perkiraan pencapaian target tahun 2021 Triwulan III dan 

IV. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui 

tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja 

Tahun 2021, dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja 

triwulan II atau semester I Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut : 

A. Penetapan Indikator Kinerja  

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan 

yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator 

masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat 

(benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat 

berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator 

lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan 

besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang 

telah ditetapkan. 

B. Capaian Analisis Kinerja  

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator 

kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan 

data kinerja. 



 

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II dan 

capaian Renstra SKPD. 

Anggaran Tahun 2021 sampai dengan pergeseran pagu 2021 Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas baik belanja 

Operasional maupun belanja Modal sebesar Rp.32.877.976.254,- dimana 

belanja Operasi sebesar Rp. 32.559.779.254,- dan belanja Modal sebesar 

Rp. 318.197.000,- dengan 9 program dan 16 kegiatan. Dari jumlah dana 

tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 

11,578,036,819,- (35,05%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 35.72%.  

Rekapitulasi evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 

2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:



 

 

Tabel. 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 

(triwulan II) Kabupaten Banyumas 

No 
Tujuan/Sasaran/ 

Program/Kegiatan 

Indikator 
Kinerja tujuan, 

sasaran, 
program, 
kegiatan 

Satuan 
Target Renstra SKPD 

pada tahun 2019-2023 

Target Kinerja Renja 
SKPD Tahun Berjalan 

2021 

Realisasi Capaian 
Kinerja  Renja SKPD 

sampai dengan triwulan 
II Tahun 2021 

Tingkat Capaian 
kinerja sampai 

dengan triwulan 
II Tahun 2021 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6*100 

          Rp   Rp   Rp   % 

  Meningkatnya 
Ketersediaan 
Pangan Utama 

                    

    Persentase 
Ketersediaan 
Pangan Utama 

% 97   96   0   0   

  Meningkatkan Pola 
Pangan Harapan 

                    

    Skor Pola 
Pangan Harapan 

% 91.60   91.20   0   0   

  PROGRAM 
PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI 
DAN KETAHANAN 
PANGAN 
MASYARAKAT 

      87.888.000   87.888.000   24.339.875   27.69 

    Konsumsi 
protein 

gram/kapita/
hari 

52.55   52.55   62.3   118.55   

    Stabilitas harga 
dan pasokan 
pangan 

% 98   98   92   93.88   

    Konsumsi 
Energi 

kkal/kapita/
hari 

2411   2411   2139.7   88.75   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6*100 

  Penyediaan dan 
Penyaluran Pangan 
Pokok atau Pangan 
Lainnya sesuai 
dengan Kebutuhan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam rangka 
Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan 

      32.888.000   32.888.000   14.339.875   43.6 

    Jumlah kegiatan 
penyediaan dan 
penyaluran 
pangan pokok 
atau pangan 
lainnya sesuai 
dengan 
kebutuhan 
daerah 
kabupaten 
dalam rangka 
stabilitasi 
pasokan dan 
harga pangan 

Kegiatan 4   4   4   100   

  Pelaksanaan 
Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun 
sesuai dengan 
Angka Kecukupan 
Gizi 

      55.000.000   55.000.000   10.000.000   18.18 

    Jumlah kegiatan 
pengembangan 
keanekaragaman 
konsumsi 
pangan 
 

Kegiatan 2   2   2   100   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6*100 

  PROGRAM 
PENGAWASAN 
KEAMANAN 
PANGAN 

      10.000.000   10.000.000   8.203.000   82.03 

    Persentase 
Pengawasan dan 
Pembinaan 
Keamanan 
Pangan 

% 95.43   95.43   98   102.69   

  Pelaksanaan 
Pengawasan 
Keamanan Pangan 
Segar Daerah 
Kabupaten/Kota 

      10.000.000   10.000.000   8.203.000   82.03 

    Jumlah 
pelaksanaan 
pembinaan dan 
survey 
pengamanan 
pangan 

Kali 1   1   1   100   

  Meningkatkan 
Produksi Tanaman 
Pertanian 

                    

    Persentase 
Peningkatan 
Produksi 
Tanaman 
Pertanian 

% 5   1   -56.11   -5611   

  Meningkatnya 
penerapan 
teknologi 
pertanian dan 
perlindungan 
pemerintah pada 
sektor pertanian 
 
 

                    



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6*100 

    Persentase 
Dukungan 
Asuransi Usaha 
Tani Padi 

% 50   10.00   -9.45   -94.5   

    Persentase 
penurunan 
angka 
kerusakan 
tanaman 

% 25.00   5.00   -0.81   -16.2   

    Persentase 
penurunan 
angka luasan 
kekeringan 

% 10   2   89.15   4457.5   

  PROGRAM 
PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SARANA 
PERTANIAN 

      647.753.300   647.753.30
0 

  47.109.200   7.27 

    Produksi 
tanaman Pisang 

Ton 27811.11   27811.11   9412.91   33.85   

    Produksi 
tanaman Kedelai 

ton 1625.43   1625.43   15.9   0.98   

    Produktivitas 
tanaman Kedelai 

ton 1.39   1.39   1.75   125.9   

    Produktivitas 
tanaman Padi 

ton 6.01   6.01   5.86   97.5   

    Produksi 
tanaman Padi 

ton 450000   450000   184104.1   40.91   

    Produksi 
tanaman Jagung 

ton 13534   13534   6778.4   50.08   

    Produktivitas 
tanaman Jagung 

ton 6.48   6.48   6.2   95.68   

    Produksi 
tanaman Cabai 

ton 1848.60   1848.60   834.2   45.13   

    Produksi 
tanaman Durian 

ton 9929.11   9929.11   3706.46   37.33   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6*100 

    Jumlah 
komoditas 
pertanian yang 
dibuat 
perbenihan 

jenis 3   3   1   33.33   

    Produksi 
tanaman 
cengkeh 

ton 493.17   493.17   106.4   21.57   

    Produksi 
tanaman kelapa 
dalam 

ton 14311.39   14311.39   6951.53   48.57   

  Pengawasan 
Penggunaan Sarana 
Pertanian 

      593.753.500   593.753.50
0 

  28.204.400   4.75 

    Jumlah kegiatan 
pengawasan 
penggunaan 
sarana pertanian 
yang 
dilaksanakan 

Kegiatan 38   38   37   97.37   

  Pengelolaan 
Sumber Daya 
Genetik (SDG) 
Hewan, Tumbuhan, 
dan Mikro 
Organisme 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

      53.999.800   53.999.800   18.904.800   35.01 

    Jumlah kegiatan 
pengelolaan 
sumber daya 
genetik (SDG) 
hewan, tumbuhan 
dan mikro 
organisme 
kewenangan 
kabupaten yang 
dilaksanakan 

Kegiatan 2   2   0   0   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6*100 

  PROGRAM 
PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
PRASARANA 
PERTANIAN 

      5.930.387.50
0 

  5.930.387.5
00 

      0 

    Persentase 
kelompok tani 
terlatih yang 
menerapkan 
teknologi 

% 20   20   4   20   

  Pembangunan 
Prasarana 
Pertanian 

      5.930.387.50
0 

  5.930.387.5
00 

      0 

    Jumlah jenis 
infrastruktur di 
bidang 
pertanian 

Jenis 4   4   0   0   

  Meningkatnya 
produksi tanaman 
perkebunan 

                    

    Persentase 
Peningkatan 
Produksi 
Tanaman 
Perkebunan 

% 5.00   1.00   -70.5   -7050   

  PROGRAM 
PENYULUHAN 
PERTANIAN 

      1.817.805.25
0 

  1.817.805.2
50 

  259.120.354   14.25 

    Cakupan bina 
petani 

% 85.84   85.84   71.9   84.59   

    Persentase 
penyuluh 
pertanian 
terlatih 

% 100   100   90.73   90.73   

    Rasio jumlah 
petani pengguna 
safety belt 

% 0.25   0.25   0   0   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6*100 

    Produksi 
tanaman kelapa 
deres 

ton 55952.78   55952.78   13866.24   24.78   

    Produksi 
tanaman kopi 

ton 147.81   147.81   36.4   24.63   

    Produksi 
tanaman pala 

ton 44.29   44.29   8.32   18.79   

    Produksi 
tanaman lada 

ton 61.16   61.16   18.21   29.77   

    Produksi 
tanaman 
tembakau 

% 14.70   14.70   0   0   

    Jumlah 
Produksi Hasil 
olahan produk 
pertanian 

ton 124   124   75   60.48   

  Pelaksanaan 
Penyuluhan 
Pertanian 

      1.817.805.25
0 

  1.817.805.2
50 

  259.120.354   14.25 

    Jumlah kegiatan 
penyuluhan 
pertanian yang 
dilaksanakan 

Kegiatan 1   1   1   100   

  Meningkatnya 
produktivitas dan 
produksi pertanian 
tanaman pangan 
hortikultura 

                    

    Persentase 
Peningkatan 
Produktivitas 
Tanaman 
Pangan 

% 5.00   1.00   4.62   462   

    Persentase 
Peningkatan 
Produksi 
Hortikultura 

% 5.00   1.00   -64.71   -6471   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6*100 

  PROGRAM 
PENGENDALIAN 
DAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 
PERTANIAN 

      241.328.800   241.328.80
0 

  36.164.650   14.99 

    Persentase 
penurunan 
serangan OPT 

% 2   2   42.86   2143   

  Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Bencana Pertanian 
Kabupaten/Kota 

      241.328.800   241.328.80
0 

  36.164.650   14.99 

    Jumlah kegiatan 
pengendalian 
dan 
penanggulangan 
bencana 
pertanian 
kabupaten yang 
dilaksanakan 

Kegiatan 1   1   1   100   

  Meningkatnya 
kinerja 
kelembagaan, 
permodalan, 
Sumber Daya 
Manusia Pertania, 
dan akses pasar 

                    

    Persentase 
Cakupan bina 
kelompok petani 

% 100   85.85   71.9   83.75   

    Persentase 
Pendampingan 
kelompok tani 
pelaku usaha 
agibisnis 
 

% 100   20   6.06   30.3   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6*100 

  Meningkatnya 
Penguatan 
cadangan pangan 

                    

    Persentase 
Penguatan 
cadangan 
pangan 

% 86   82   36.68   44.73   

  Meningkatnya 
Penguatan 
cadangan pangan 

                    

    Persentase 
Penguatan 
cadangan 
pangan 

% 86   82   36.68   44.73   

  PROGRAM 
PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA 
EKONOMI UNTUK 
KEDAULATAN DAN 
KEMANDIRIAN 
PANGAN 

      638.621.000   638.621.00
0 

  921.000   0.14 

    Tingkat 
ketersediaan 
energi 

% 94   94   91.52   97.36   

    Tingkat 
ketersediaan 
protein 

% 94   94   81.26   86.45   

  Penyediaan 
Infrastruktur dan 
Seluruh Pendukung 
Kemandirian 
Pangan sesuai 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
 
 

      638.621.000   638.621.00
0 

  921.000   0.14 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6*100 

    Jumlah lokasi 
kemadirian 
pangan yang 
difasilitasi 

lokasi 2   2   2   100   

  PROGRAM 
PENANGANAN 
KERAWANAN 
PANGAN 

      29.999.999   29.999.999   22.099.250   73.66 

    Persentase 
Penanganan 
daerah rawan 
pangan 

% 65   65   34.52   53.11   

  Penanganan 
Kerawanan Pangan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

      29.999.999   29.999.999   22.099.250   73.66 

    Jumlah desa 
rawan pangan 
yang ditangani 

Desa 68   68   29   42.65   

  PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

      23.474.192.4
05 

  23.474.192.
405 

  11.180.079.
490 

  47.63 

    Persentase 
realisasi 
keuangan 
program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

% 100   100   20.65   20.65   

    Persentase 
realisasi fisik 
program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

% 100   100   20.65   20.65   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6*100 

    Kesesuaian 
program antara 
dokumen 
perencanaan 
dan dokumen 
penganggaran 
perangkat 
daerah 

% 100   100   100   100   

    Kesesuaian 
program antar 
dokumen 
perencanaan 
perangkat 
daerah 

% 100   100   100   100   

  Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

      128.269.850   128.269.85
0 

  13.731.250   10.7 

    Jumlah 
dokumen 
Perencanaan 
dan Evaluasi 
Kinerja yang 
disusun 

jenis 12   12   8   66.67   

  Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

      20.979.271.0
75 

  20.979.271.
075 

  10.446.314.
095 

  49.79 

    Jumlah 
administrasi 
keuangan yang 
dikelola 

jenis 12   12   12   100   

  Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

      629.839.830   629.839.83
0 

  254.674.357   40.43 

    Jumlah 
administrasi 
umum yang 
dikelola 

jenis 6   6   6   100   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6*100 

  Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

      121.198.000   121.198.00
0 

      0 

    Jumlah barang 
milik daerah 
yang tersedia 

unit 54   54   0   0   

  Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

      1.074.288.65
0 

  1.074.288.6
50 

  429.649.766   39.99 

    Jumlah jasa 
pelayanan 
umum kantor 
yang tersedia 

jenis 5   5   5   100   

  Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

      541.325.000   541.325.00
0 

  35.710.022   6.6 

    Jumlah 
pemeliharaan 
barang/gedung 
milik daerah 
yang 
dilaksanakan 

Jenis 3   3   0   0   
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2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD 

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan 

kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai 

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 

34.382.945.790,- dan berkurang pada pergeseran anggaran menjadi Rp. 

32.877.976.254,- dengan 9 program dan 16 kegiatan. Dari jumlah 

anggaran tersebut pada semester pertama sudah terealisasi sebesar  Rp 

11.840.737.105 dengan capaian kinerja fisik sebesar 35.72% dan 

capaian kinerja keuangan sebesar 35.05% Dengan penyerapan anggaran 

tertinggi dan terendah yaitu pada kegiatan: 

1. Penyerapan tertinggi pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan 

Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan 

penyerapan anggaran 82,03%; 

2. Penyerapan  terendah pada kegiatan Pembangunan Prasarana 

Pertanian, dengan penyerapan anggaran 0%; 

Belum ada realisasi keuangan dikarenakan pada DPA masih 

menggunakan kode rekening Hibah Barang sedangkan sesuai Juknis 

DAK seharusnya menggunakan kode rekening: 

a. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (untuk 

Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam, Pembangunan 

Dam Parit, Pembangunan JUT, Pembangunan Lantai Jemur 

untuk LPM, Pembangunan LPM dan Pembangunan Rumah RMU).  

Kontrak sampai dengan 30 Juli 2021 baru senilai 

Rp.1.772.870.000,- karena pelaksanaan pembangnan Irigasi Air 

Tanah Dangkal/Dalam masih menunggu LO dari Kejari 

Purwokerto kmeupakan arena hasil survey geolistrik sebagai 

syarat pembangunan irigasi air tanah dalam sebagian besar 

merupakan angka kisaran dari 0-8 liter/detik  

b. Belanja Persediaan untuk dijual/ diserahkan-Persediaan untuk 

dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (untuk jenis kegiatan 

RMU) 

Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah dengan merubah 

rekening belanja pada DPA Pergeseran menjadi Belanja Transfer 

Keuangan Daerah dan Desa dan Belanja persediaan untuk 

dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/Diserahkan Kepada 

Masyarakat, sesuai dengan Juknis DAK 
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Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 sampai dengan 

Triwulan II, Sisa anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp. 21.299.939.435,- 

 

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 

Isu strategis yang masih perlu mendapat perhatian Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dalam 

pengembangan/penanganan urusan pertanian dan pangan pada tahun 

2021 adalah: 

a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup 

tinggi, yang mengakibatkan ketersediaan dan kepemilikan lahan 

pertanian yang semakin sempit; 

b. Kesuburan lahan pertanian yang semakin menurun yang dapat 

mengakibatkan menurunnya produktivitas pertanian ; 

c. Perubahan iklim yang sulit diperkirakan secara tepat sehingga pola 

dan tata tanam belum berjalan dengan baik; 

d. Mekanisasi pertanian belum optimal sehingga menurunkan efisiensi 

usaha tani; 

e. Belum mantapnya pewilayahan komoditas dan sentra komoditas; 

f. Sumber daya petani yang relatif masih harus ditingkatkan 

khususnya dalam managemen usaha tani dan transfer teknologi; 

g. Eksplosi serangan OPT yang menyebabkan beberapa komoditas  

mengalami gagal panen; 

h. Petani belum dapat memprediksi kebutuhan pasar terhadap 

komoditas tertentu; 

i. Kebijakan Harga komoditas yang belum memihak pada peningkatan 

kesejahteraan petani; 

j. Penanganan panen dan pasca panen yang sebagian besar masih 

bersifat relatif tradisional; 

k. Belum berkembangnya sistem teknologi informasi pertanian 

berbasis data pertanian perkebunaan dan kehutanan; 

l. Ketersediaan pangan belum optimal; 

m. Akses pangan masyarakat yang belum merata; 

n. Kelembagaan lumbung pangan yang belum berkembang; 

o. Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam, bergizi dan 

seimbang; 

p. Keamanan pangan yang masih rentan;  
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Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan 

diselesaikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Banyumas. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas 

mempunyai tugas peran strategis di bidang pertanian dan pangan, sehingga 

perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan 

prasarana yang memadai dan tentu saja anggaran yang memadai guna 

mendukung tercapainya Tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Banyumas. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2020 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas mempunyai tugas 

pokok dan fungsi sebagai berikut: 

2. Tugas Pokok 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 

Kabupaten 

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan menyelenggarakan fungsi: 

 
a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang Tanaman Pangan 

dan Hortikultura, bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman, 

bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang Penyuluhan dan Bina 

usaha dan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; 

b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang Tanaman Pangan dan 

Hortikultura, bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman, bidang 

Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang Penyuluhan dan Bina usaha 

dan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan 

tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; 

c. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Tanaman Pangan 

dan Hortikultura, bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman, 

bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang Penyuluhan dan Bina 
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usaha dan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; 

d. evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Tanaman Pangan dan 

Hortikultura, bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman, bidang 

Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang Penyuluhan dan Bina usaha 

dan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan 

tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya.  

 

Strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan sesuai dengan 

tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Banyumas yaitu:  

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan 

bencana pertanian 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendukung produksi 

pertanian 

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung produksi 

pertanian 

4. Mewujudkan kedaulatan pangan dengan meningkatkan sumber 

daya ekonomi dan penguatan cadangan pangan, meningkatkan 

penanganan kerawanan pangan, meningkatkan diversifikasi dan 

ketersediaan pangan, meningkatkan pengawasan keamanan pangan 

 

Upaya pemecahan masalah yang ditempuh adalah sebagai berikut : 

a. Mengoptimalkan pengelolaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) oleh 

UPJA sehingga memudahkan akses petani untuk pemanfaaran 

mekanisasi dalam usaha taninya; 

b. Mengoptimalkan penanganan  dampak perubahan iklim dan bencana 

alam terhadap tanaman; 

c. Pembinaan dan pendampingan usaha pertanian; 

d. Pengembangan informasi pasar; 

e. Peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan petani;  

f. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan; 

g. Pembinaan lembaga lumbung pangan masyarakat; 

h. Melaksanakan survey keamanan pangan; 
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2.4 Review terhadap Renja Dinpertan KP Tahun 2021 

 Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pencapaian 

tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Banyumas dan Pemerintah Kabupaten Banyumas maka diperlukan 

penyesuaian indikator tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten sesuai dengan Perubahan Renstra 

Dinpertan KP Tahun 2019-2023. Matrik hasil review tertuang pada 

lampiran Berita Acara Pemutakhiran Program, Kegiatan, dan Sub 

Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020, 

sebagaimana tersebut dalam tabel: 
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Matrik hasil review tertuang pada lampiran Berita Acara Pemutakhiran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

NO 
PERMENDAGRI  NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN) KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN) 

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGGARAN  PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGARAN  

1 Program 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
Ekonomi Untuk 

Kedaulatan Dan 
Kemandirian 
Pangan 

Penyediaan 
Infrastruktur dan 
Seluruh 
Pendukung 

Kemandirian 
Pangan Sesuai 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan 
Infrastruktur 
Lumbung Pangan 

       450.000.000  Program 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
Ekonomi Untuk 

Kedaulatan Dan 
Kemandirian 
Pangan 

Penyediaan 
Infrastruktur dan 
Seluruh 
Pendukung 

Kemandirian 
Pangan sesuai 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Penyediaan 
Infrastruktur 
Lumbung 
Pangan 

        450.000.000  

2 Program 
Pengelolaan 
Sumber Daya 

Ekonomi Untuk 
Kedaulatan Dan 
Kemandirian 
Pangan 

Penyediaan 
Infrastruktur dan 
Seluruh 

Pendukung 
Kemandirian 
Pangan Sesuai 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
dalam Rangka 

Penyediaan 
Infrastruktur 
Logistik 

         50.000.000  Program 
Pengelolaan 
Sumber Daya 

Ekonomi Untuk 
Kedaulatan Dan 
Kemandirian 
Pangan 

Penyediaan 
Infrastruktur dan 
Seluruh 

Pendukung 
Kemandirian 
Pangan sesuai 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penyediaan 

Infrastruktur 
Logistik 

          50.000.000  

3 Program 
Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan 
Pangan 
Masyarakat 

Penyediaan dan 
Penyaluran 
Pangan Pokok 
atau Pangan 
Lainnya sesuai 
dengan 
Kebutuhan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam Rangka 
Stabilisasi 
Pasokan dan 

Harga Pangan 

Penyediaan 
Pangan Berbasis 
Sumber Daya 
Lokal 

       500.000.000  Program 
Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan 
Pangan 
Masyarakat 

Penyediaan dan 
Penyaluran 
Pangan Pokok 
atau Pangan 
Lainnya sesuai 
dengan 
Kebutuhan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam rangka 
Stabilisasi 
Pasokan dan 

Harga Pangan 

 Penyediaan 
Pangan Berbasis 
Sumber Daya 
Lokal 

        500.000.000  
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NO 
PERMENDAGRI  NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN) KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN) 

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGGARAN  PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGARAN  

4 Program 
Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan 
Pangan 
Masyarakat 

Penyediaan dan 
Penyaluran 
Pangan Pokok 
atau Pangan 
Lainnya sesuai 
dengan 
Kebutuhan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam Rangka 
Stabilisasi 
Pasokan dan 
Harga Pangan 

Pemantauan 
Stok, Pasokan 
dan Harga 
Pangan 

         50.000.000  Program 
Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan 
Pangan 
Masyarakat 

Penyediaan dan 
Penyaluran 
Pangan Pokok 
atau Pangan 
Lainnya sesuai 
dengan 
Kebutuhan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam rangka 
Stabilisasi 
Pasokan dan 
Harga Pangan 

 Pemantauan 
Stok, Pasokan 
dan Harga 
Pangan 

          50.000.000  

5 Program 
Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan 
Pangan 
Masyarakat 

Penyediaan dan 
Penyaluran 
Pangan Pokok 
atau Pangan 
Lainnya sesuai 
dengan 
Kebutuhan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

dalam Rangka 
Stabilisasi 
Pasokan dan 
Harga Pangan 

Pengembangan 
Kelembagaan 
Usaha Pangan 
Masyarakat dan 
Toko Tani 
Indonesia 

       490.000.000  Program 
Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan 
Pangan 
Masyarakat 

Penyediaan dan 
Penyaluran 
Pangan Pokok 
atau Pangan 
Lainnya sesuai 
dengan 
Kebutuhan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

dalam rangka 
Stabilisasi 
Pasokan dan 
Harga Pangan 

 Pengembangan 
Kelembagaan 
Usaha Pangan 
Masyarakat dan 
Toko Tani 
Indonesia 

        490.000.000  

6 Program 
Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan 

Pangan 
Masyarakat 

Pelaksanaan 
Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun 

sesuai dengan 
Angka Kecukupan 
Gizi 

Penyusunan dan 
Penetapan Target 
Konsumsi 
Pangan per 

Kapita per Tahun 

         50.000.000  Program 
Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan 

Pangan 
Masyarakat 

Pelaksanaan 
Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun 

sesuai dengan 
Angka Kecukupan 
Gizi 

 Penyusunan dan 
Penetapan Target 
Konsumsi 
Pangan per 

Kapita per Tahun 

          50.000.000  
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NO 
PERMENDAGRI  NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN) KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN) 

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGGARAN  PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGARAN  

7 Program 
Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan 
Pangan 
Masyarakat 

Pelaksanaan 
Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun 
sesuai dengan 
Angka Kecukupan 

Gizi 

Pemberdayaan 
Masyarakat 
dalam 
Penganekaragam
an Konsumsi 
Pangan Berbasis 

Sumber Daya 
Lokal 

       420.000.000  Program 
Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan 
Pangan 
Masyarakat 

Pelaksanaan 
Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun 
sesuai dengan 
Angka Kecukupan 

Gizi 

 Pemberdayaan 
Masyarakat 
dalam 
Penganekaragam
an Konsumsi 
Pangan Berbasis 

Sumber Daya 
Lokal 

        420.000.000  

8 Program 
Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan 
Pangan 
Masyarakat 

Pelaksanaan 
Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun 
sesuai dengan 
Angka Kecukupan 
Gizi 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemantauan dan 
Evaluasi 
Konsumsi per 
Kapita per Tahun 

         50.000.000  Program 
Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan 
Pangan 
Masyarakat 

Pelaksanaan 
Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun 
sesuai dengan 
Angka Kecukupan 
Gizi 

 Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemantauan dan 
Evaluasi 
Konsumsi per 
Kapita per Tahun 

          50.000.000  

9 Program 
Penanganan 
Kerawanan 
Pangan 

Penanganan 
Kerawanan 
Pangan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penanganan 
Kerawanan 
Pangan 
Kabupaten/Kota 

       100.000.000  Program 
Penanganan 
Kerawanan 
Pangan 

Penanganan 
Kerawanan 
Pangan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

 Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penanganan 
Kerawanan 
Pangan 
Kabupaten/Kota 

        100.000.000  

10 Program 
Penanganan 
Kerawanan 

Pangan 

Penanganan 
Kerawanan 
Pangan 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan 
Pengadaan, 
Pengelolaan, dan 

Penyaluran 
Cadangan 
Pangan pada 
Kerawanan 
Pangan yang 
Mencakup dalam 
1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

       850.000.000  Program 
Penanganan 
Kerawanan 

Pangan 

Penanganan 
Kerawanan 
Pangan 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

 Pelaksanaan 
Pengadaan, 
Pengelolaan, dan 

Penyaluran 
Cadangan 
Pangan pada 
Kerawanan 
Pangan yang 
Mencakup dalam 
1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

        850.000.000  
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NO 
PERMENDAGRI  NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN) KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN) 

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGGARAN  PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGARAN  

11 Program 
Pengawasan 
Keamanan 
Pangan 

Pelaksanaan 
Pengawasan 
Keamanan Pangan 
Segar Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rekomendasi 
Keamanan 
Pangan Segar 
Asal Tumbuhan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

         50.000.000  Program 
Pengawasan 
Keamanan 
Pangan 

Pelaksanaan 
Pengawasan 
Keamanan Pangan 
Segar Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Rekomendasi 
Keamanan 
Pangan Segar 
Asal Tumbuhan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

          50.000.000  

12 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Administrasi 
Umum 

Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

         30.000.000  Program 
Pengawasan 
Keamanan 
Pangan 

Pelaksanaan 
Pengawasan 
Keamanan Pangan 
Segar Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pengujian Mutu 
dan Keamanan 
Pangan Segar 
Asal Tumbuhan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

          50.000.000  

13 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Administrasi 
Umum 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 

       600.000.000  Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

  Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

          50.000.000  

14 Program 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Penyusunan 

Renstra dan 
Renja Perangkat 
Daerah 

         50.000.000  Program 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Perencanaan, 

Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

  Evaluasi 

Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

        100.000.000  

15 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Administrasi 
Umum 

Pengadaan 
Peralatan 
Gedung Kantor 

       200.000.000  Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

  Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

   23.080.395.818  
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NO 
PERMENDAGRI  NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN) KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN) 

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGGARAN  PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGARAN  

16 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Administrasi 
Keuangan 

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

  23.080.395.818  Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

  Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

     1.143.020.000  

17 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Administrasi 
Umum 

Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

         50.000.000  Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

  Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerang
an Bangunan 
Kantor 

          25.000.000  

18 Program 
Pengawasan 
Keamanan 
Pangan 

Pelaksanaan 
Pengawasan 
Keamanan Pangan 
Segar Daerah 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pengujian Mutu 
dan Keamanan 
Pangan Segar 
Asal Tumbuhan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

         50.000.000  Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

  Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

          50.000.000  

19 Program 
Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Sarana Pertanian 

Pengelolaan 
Sumber Daya 
Genetik (SDG) 
Hewan, 
Tumbuhan, dan 
Mikro Organisme 
Kewenangan 
Kabupaten/ Kota 

Pemanfaatan 
SDG 
Hewan/Tanaman 

         50.000.000  Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

  Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

          30.000.000  
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NO 
PERMENDAGRI  NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN) KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN) 

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGGARAN  PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGARAN  

20 Program 
Pengendalian Dan 
Penanggulangan 
Bencana 
Pertanian 

Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Bencana 
Pertanian 
Kabupaten/Kota 

Pengendalian 
Organisme 
Pengganggu 
Tumbuhan (OPT) 
Tanaman 
Pangan, 

Hortikultura, dan 
Perkebunan 

       300.000.000  Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

  Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

        125.000.000  

21 Program 
Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Prasarana 
Pertanian 

Pembangunan 
Prasarana 
Pertanian 

Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Balai Penyuluh 
di Kecamatan 
serta sarana 

pendukungnya 

       950.000.000  Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

  Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

          50.000.000  

22 Program 
Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Prasarana 
Pertanian 

Pembangunan 
Prasarana 
Pertanian 

Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Jalan Usaha Tani 

    2.650.000.000  Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

  
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

        900.000.000  

23 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Administrasi 
Umum 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

       155.000.000  Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

  Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

        200.000.000  

24 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Administrasi 
Umum 

Penyediaan 
Makanan dan 
Minuman 

       100.000.000  Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah 

Daerah 

  Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 

Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

        150.000.000  
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NO 
PERMENDAGRI  NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN) KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN) 

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGGARAN  PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGARAN  

25 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Administrasi 
Umum 

Penyediaan Jasa 
Administrasi 
Keuangan 

    1.143.020.000  Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

  Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 

dan Listrik 

        155.000.000  

26 Program 
Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Prasarana 
Pertanian 

Pembangunan 
Prasarana 
Pertanian 

Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
DAM Parit 

       500.000.000  Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

  Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak, dan 

Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

        350.000.000  

27 Program 
Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Sarana Pertanian 

Pengawasan 
Penggunaan 
Sarana Pertanian 

Pendampingan 
Penggunaan 
Sarana 
Pendukung 
Pertanian 

    1.601.200.000  Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

  
Pemeliharaan/Re
habilitasi 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 

Lainnya 

        600.000.000  

28 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Administrasi 
Umum 

Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

         25.000.000  Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

  
Pemeliharaan/Re
habilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

        100.000.000  
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NO 
PERMENDAGRI  NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN) KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN) 

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGGARAN  PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGARAN  

29 Program 
Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Sarana Pertanian 

Pengawasan 
Penggunaan 
Sarana Pertanian 

Pengawasan 
Penggunaan 
Sarana 
Pendukung 

Pertanian Sesuai 
Dengan 
Komoditas, 
Teknologi dan 
Spesifik Lokasi 

       400.000.000  Program 
Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Sarana Pertanian 

Pengawasan 
Penggunaan 
Sarana Pertanian 

 Pengawasan 
Penggunaan 
Sarana 
Pendukung 

Pertanian sesuai 
dengan 
Komoditas, 
Teknologi dan 
Spesifik Lokasi 

        400.000.000  

30 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Administrasi 
Umum 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Kendaraan 
Dinas/Operasion
al 

       350.000.000  Program 
Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Sarana Pertanian 

Pengawasan 
Penggunaan 
Sarana Pertanian 

 Pendampingan 
Penggunaan 
Sarana 
Pendukung 
Pertanian 

     1.601.200.000  

31 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Administrasi 
Umum 

Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerang
an Bangunan 
Kantor 

         25.000.000  Program 
Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Sarana Pertanian 

Pengelolaan 
Sumber Daya 
Genetik (SDG) 
Hewan, 
Tumbuhan, dan 
Mikro Organisme 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 Pemanfaatan 
SDG 
Hewan/Tanaman 

          50.000.000  

32 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Administrasi 
Umum 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Peralatan 
Gedung Kantor 

       100.000.000  Program 
Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Prasarana 
Pertanian 

Pembangunan 
Prasarana 
Pertanian 

 Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Jaringan Irigasi 
Usaha Tani 

     2.830.000.000  

33 Program 
Penyediaan Dan 

Pengembangan 
Prasarana 
Pertanian 

Pembangunan 
Prasarana 

Pertanian 

Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 
Jaringan Irigasi 
Usaha Tani 

    2.830.000.000  Program 
Penyediaan Dan 

Pengembangan 
Prasarana 
Pertanian 

Pembangunan 
Prasarana 

Pertanian 

 Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 
Embung 
Pertanian 

     1.690.000.000  
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NO 
PERMENDAGRI  NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN) KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN) 

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGGARAN  PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGARAN  

34 Program 
Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Prasarana 

Pertanian 

Pembangunan 
Prasarana 
Pertanian 

Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Long Storage 

       600.000.000  Program 
Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Prasarana 

Pertanian 

Pembangunan 
Prasarana 
Pertanian 

 Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Jalan Usaha 

Tani 

     2.650.000.000  

35 Program 
Penyuluhan 
Pertanian 

Pelaksanaan 
Penyuluhan 
Pertanian 

Pengembangan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Petani di 
Kecamatan dan 
Desa 

    1.250.000.000  Program 
Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Prasarana 
Pertanian 

Pembangunan 
Prasarana 
Pertanian 

 Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
DAM Parit 

        500.000.000  

36 Program 

Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Prasarana 
Pertanian 

Pembangunan 

Prasarana 
Pertanian 

Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Embung 
Pertanian 

    1.690.000.000  Program 

Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Prasarana 
Pertanian 

Pembangunan 

Prasarana 
Pertanian 

 Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Long Storage 

        600.000.000  

37 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Administrasi 
Umum 

Pengadaan 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 

       150.000.000  Program 
Penyediaan Dan 
Pengembangan 
Prasarana 

Pertanian 

Pembangunan 
Prasarana 
Pertanian 

 Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Balai Penyuluh 

di Kecamatan 
serta sarana 
pendukungnya 

        950.000.000  

38 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Perencanaan dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

         50.000.000  Program 
Pengendalian 
Dan 
Penanggulangan 
Bencana 

Pertanian 

Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Bencana 
Pertanian 
Kabupaten/Kota 

 Pengendalian 
Organisme 
Pengganggu 
Tumbuhan (OPT) 
Tanaman 

Pangan, 
Hortikultura, 
dan Perkebunan 

        300.000.000  
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NO 
PERMENDAGRI  NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN) KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN) 

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGGARAN  PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGARAN  

39 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Administrasi 
Umum 

Rapat-Rapat 
Kordinasi dan 
Konsultasi ke 
Luar Daerah 

       900.000.000  Program 
Pengendalian 
Dan 
Penanggulangan 

Bencana 
Pertanian 

Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Bencana 
Pertanian 

Kabupaten/Kota 

 Penanggulangan 
Pasca Bencana 
Alam Bidang 
Tanaman 

Pangan, 
Hortikultura, 
Perkebunan, 
Peternakan dan 
Kesehatan 
Hewan 

        425.000.000  

40 Program 
Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

Administrasi 
Umum 

Penyediaan Alat 
Tulis Kantor 

         50.000.000  Program 
Penyuluhan 
Pertanian 

Pelaksanaan 
Penyuluhan 
Pertanian 

 Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 

Penyuluhan 
Pertanian di 
Kecamatan dan 
Desa 

        165.000.000  

41 Program 
Penyuluhan 
Pertanian 

Pelaksanaan 
Penyuluhan 
Pertanian 

Penyediaan dan 
Pemanfaatan 
Sarana dan 
Prasarana 

Penyuluhan 
Pertanian 

    3.500.780.000  Program 
Penyuluhan 
Pertanian 

Pelaksanaan 
Penyuluhan 
Pertanian 

 Pengembangan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Petani di 

Kecamatan dan 
Desa 

     1.250.000.000  

42 Program 
Pengendalian Dan 
Penanggulangan 
Bencana 
Pertanian 

Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Bencana 
Pertanian 
Kabupaten/Kota 

Penanggulangan 
Pasca Bencana 
Alam Bidang 
Tanaman 
Pangan, 
Hortikultura, 
Perkebunan, 
Peternakan dan 

Kesehatan 
Hewan 

       425.000.000  Program 
Penyuluhan 
Pertanian 

Pelaksanaan 
Penyuluhan 
Pertanian 

 Penyediaan dan 
Pemanfaatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Penyuluhan 
Pertanian 

     3.500.780.000  
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NO 
PERMENDAGRI  NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN) KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN) 

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGGARAN  PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  ANGGARAN  

43 Program 
Penyuluhan 

Pertanian 

Pelaksanaan 
Penyuluhan 

Pertanian 

Peningkatan 
Kapasitas 

Kelembagaan 
Penyuluhan 
Pertanian di 
Kecamatan dan 
Desa 

       165.000.000  Program 
Penyuluhan 

Pertanian 

Pelaksanaan 
Penyuluhan 

Pertanian 

 Pembentukan 
dan 

Penyelenggaraan 
Sekolah Lapang 
Kelompok Tani 
Tingkat 
Kabupaten/Kota 

                          -  

44 Program 
Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

Perencanaan dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 

Perangkat 
Daerah 

         50.000.000          

      TOTAL  47.130.395.818      TOTAL  47.130.395.818  
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Matrik Perubahan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 

Program (Outcome), 
Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 

Target Kinerja Program dan 
Pendanaan 

Sumber Dana 
2021 

Target  Rp.  

TOTAL            32.877.976.254  DAK Fisik; DAK Non 
Fisik; DBHCHT; PAD 

Meningkatnya 
Ketersediaan 
Pangan Utama 

    Persentase ketersediaan 
pangan (tersedianya 
cadangan beras/jagung 
sesuai kebutuhan) 

% 96       638.621.000  DAK Fisik; PAD 

  Meningkatnya 

Penguatan 
Cadangan 
Pangan 

  Persentase Penguatan 

Cadangan Pangan 

% 82       638.621.000  DAK Fisik; PAD 

    PROGRAM 
PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA 
EKONOMI UNTUK 
KEDAULATAN DAN 
KEMANDIRIAN 
PANGAN 

            638.621.000  DAK Fisik; PAD 

      Tingkat ketersediaan 
energi 

% 94       638.621.000  DAK Fisik; PAD 

    Penyediaan 
Infrastruktur dan 
Seluruh Pendukung 
Kemandirian Pangan 
sesuai Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

            638.621.000  DAK Fisik; PAD 

      Jumlah lokasi 
kemandirian pangan 
yang difasilitasi 

Lokasi 2       638.621.000  DAK Fisik; PAD 



hh 

 

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 

Program (Outcome), 
Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

    Penyediaan 
Infrastruktur 
Lumbung Pangan 

            500.000.000  DAK Fisik 

      Jumlah lumbung 
pangan yang 
diberdayakan 

Unit 0                          -  DAK Fisik 

      Jumlah infrastruktur 
lumbung pangan yang 
disediakan (DAK) 

Unit 1       500.000.000  DAK Fisik 

    Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penyediaan 

Infrastruktur Logistik 

            138.621.000  PAD 

      Jumlah pembinaan 
masyarakat di desa 
mandiri pangan dan 
anggota lumbung 
pangan serta 
masyarakat rawan 
pangan lainnya yang 
dilaksanakan 

pembinaan 1         18.621.000  PAD 

      Jumlah penguatan 
cadangan pangan 
masyarakat yang 
dilaksanakan 

Keg 1       120.000.000  PAD 

Meningkatnya 
Akses Pangan 

    Coefisien of Variant 
(CoV) 

% 25.17         29.999.999  PAD 

  Meningkatnya 
Penanganan 
Daerah rawan 

Pangan 

  Persentase Penanganan 
daerah rawan pangan 

% 65         29.999.999  PAD 

 

 



hh 

 

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 

Program (Outcome), 
Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

    PROGRAM 
PENANGANAN 
KERAWANAN PANGAN 

              29.999.999  PAD 

      Persentase 
peningkatan jumlah 
desa rawan pangan 
yang ditangani 

% 5         29.999.999  PAD 

    Penanganan Kerawanan 
Pangan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

              29.999.999  PAD 

      Jumlah desa rawan 
pangan yang 

ditangani 

Desa 68         29.999.999  PAD 

    Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penanganan Kerawanan 
Pangan Kabupaten/Kota 

                9.999.999  PAD 

      Data kerawanan 
pangan yang tersedia 

data 1           2.999.999  PAD 

      Jumlah kegiatan 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penanganan 
Kerawanan Pangan 
Kabupaten 

Keg 2           7.000.000  PAD 

    Pelaksanaan Pengadaan, 
Pengelolaan, dan 
Penyaluran Cadangan 
Pangan pada Kerawanan 

Pangan yang Mencakup 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

              20.000.000  PAD 
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Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 

Program (Outcome), 
Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

      Jumlah paket bahan 
pangan yang 
disalurkan 

Paket 2000         20.000.000  PAD 

Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Pangan 

    Persentase 
peningkatan luasan 
lahan pangan lokal 
yang dikembangkan 

% 3.5  23.572.080.405  DAK Non Fisik; PAD 

  Meningkatnya 
Keamanan 
Pangan 

  Persentase 
peningkatan jumlah 
sampel pangan yang 
diuji dalam rangka 
keamanan pangan 

% 2  23.484.192.405  PAD 

    PROGRAM 
PENGAWASAN 
KEAMANAN PANGAN 

              10.000.000  PAD 

      Persentase 
Pengawasan dan 
Pembinaan 
Keamanan Pangan 

% 95.43         10.000.000  PAD 

    Pelaksanaan 
Pengawasan Keamanan 

Pangan Segar Daerah 
Kabupaten/Kota 

              10.000.000  PAD 

      Jumlah sampel 
bahan makanan hasil 
survey yang diuji 

sampel 100         10.000.000  PAD 

    Rekomendasi Keamanan 
Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota 

                5.000.000  PAD 

 

 



hh 

 

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

      Jumlah Rekomendasi 
Keamanan Pangan Segar 
Asal Tumbuhan Daerah 
Kabupaten yang 

dihasilkan 

rekome
ndasi 

1           5.000.000  PAD 

    Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pengujian 
Mutu dan Keamanan 
Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota 

                5.000.000  PAD 

      Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pengujian 

Mutu dan Keamanan 
Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Daerah 
Kabupaten yang 
disediakan 

Unit 5           5.000.000  PAD 

    X.XX.01 PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

       23.474.192.405  PAD 

      Persentase Kesesuaian 
Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

% 100       128.269.850  PAD 

    X.XX.01.2.01 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

            128.269.850  PAD 
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Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

      Jumlah Dokumen 
Perencanaan dan Evaluasi 
Kinerja yang disusun 

Dokum
en 

2       128.269.850  PAD 

    X.XX.01.2.01.01 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

              43.223.600  PAD 

      Jumlah Dokumen 
Perencanaan yang 
disusun 

Dokum
en 

2         43.223.600  PAD 

    X.XX.01.2.01.07 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

              85.046.250  PAD 

      Jumlah dokumen evaluasi 
kinerja perangkat daerah 
yang disusun 

Dokum
en 

4         35.046.250  PAD 

      Kegiatan rapat kerja 
perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi 

yang dilaksanakan 

Keg 4         50.000.000  PAD 

      Persentase Kelancaran 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

% 100  20.979.271.075  PAD 

    X.XX.01.2.02 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

       20.979.271.075  PAD 

      Jumlah administrasi 

keuangan yang dikelola 

Jenis 1  20.979.271.075  PAD 

 

 



hh 

 

 

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

    X.XX.01.2.02.01 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

       20.853.321.075  PAD 

      Jumlah ASN yang 
terbayarkan gaji dan 
tunjangannya 

Orang 139  20.853.321.075  PAD 

    X.XX.01.2.02.02 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

            125.950.000  PAD 

      Jumlah pengelola 
keuangan SKPD 

Orang 28       125.950.000  PAD 

      Persentase Barang Milik 
Perangkat Daerah yang 
memadai 

% 100       662.523.000  PAD 

    X.XX.01.2.07 Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

            121.198.000  PAD 

      Jumlah barang milik 

daerah yang tersedia 

Unit 21       121.198.000  PAD 

    X.XX.01.2.07.06 
Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

            103.942.500  PAD 

      Jumlah Peralatan dan 
Mesin kantor yang 
tersedia 

Jenis 54       103.942.500  PAD 

    X.XX.01.2.07.11 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

              17.255.500  PAD 



hh 

 

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

      Jumlah sarana dan 
prasarana pendukung 
gedung kantor atau 
bangunan lainnya yang 

tersedia 

Unit 2         17.255.500  PAD 

    X.XX.01.2.09 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

            541.325.000  PAD 

      Jumlah pemeliharaan 
barang / gedung milik 
daerah yang dilaksanakan 

Jenis 3       541.325.000  PAD 

    X.XX.01.2.09.02 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

            253.150.000  PAD 

      Jumlah Kendaraan 

Operasional SKPD yang 
dipelihara 

Unit 31       253.150.000  PAD 

    X.XX.01.2.09.09 
Pemeliharaan/Rehabilita
si Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

            245.825.000  PAD 

      Jumlah Gedung Pemkab 
yang dipelihara 

Unit 5       245.825.000  PAD 
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Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

    X.XX.01.2.09.11 
Pemeliharaan/Rehabilita
si Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

              42.350.000  PAD 

      Jumlah Sarana dan 
prasarana pendukung 
gedung kantor atau 
bangunan lainnya yang 
dipelihara 

Unit 5         42.350.000  PAD 

      Cakupan Pelayanan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

% 100    1.704.128.480  PAD 

    X.XX.01.2.06 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

            629.839.830  PAD 

      Jumlah administrasi 
umum yang dikelola 

Jenis 6       629.839.830  PAD 

    X.XX.01.2.06.01 
Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

              20.013.500  PAD 

      Jumlah Komponen Listrik 
/ Penerangan Bangunan 
Kantor yang Tersedia 

Jenis 2         20.013.500  PAD 

    X.XX.01.2.06.02 
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

              54.182.730  PAD 



hh 

 

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

      Jumlah peralatan dan 
perlengkapan kantor yang 
tersedia 

Jenis 5         54.182.730  PAD 

    X.XX.01.2.06.03 

Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

              35.188.000  PAD 

      Jumlah peralatan rumah 
tangga yang tersedia 

Jenis 4         35.188.000  PAD 

    X.XX.01.2.06.04 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

            113.763.200  PAD 

      Jumlah logistik kantor 

yang tersedia 

Bulan 12       113.763.200  PAD 

    X.XX.01.2.06.05 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

              47.050.000  PAD 

      Jumlah penggandaan 
yang tersedia 

lbr 55000         12.050.000  PAD 

      Jumlah cetakan yang 

tersedia 

lbr 3362         35.000.000  PAD 

    X.XX.01.2.06.09 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

            359.642.400  PAD 

      Jumlah 
Koordinasi/Konsultasi 
dan Pertemuan Tingkat 

Provinsi/Pusat yang 
dilaksanakan 
 

Kali 12       359.642.400  PAD 



hh 

 

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

    X.XX.01.2.08 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

         1.074.288.650  PAD 

      Jumlah jasa pelayanan 
umum kantor yang 
tersedia 

Jenis 5    1.074.288.650  PAD 

    X.XX.01.2.08.02 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

            129.213.850  PAD 

      Jumlah langganan surat 
kabar, telepon, internet, 

listrik, dan air yang 
dikelola 

Bulan 12       129.213.850  PAD 

    X.XX.01.2.08.04 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

            945.074.800  PAD 

      Jumlah Pegawai Non ASN Orang 40       945.074.800  PAD 

  Meningkatnya 
Diversifikasi 
Pangan 

  Persentase peningkatan 
komoditas pangan lokal 
yang dikembangkan 

% 20         87.888.000  DAK Non Fisik; PAD 

    PROGRAM 
PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI DAN 
KETAHANAN PANGAN 
MASYARAKAT 

              87.888.000  DAK Non Fisik; PAD 

      Konsumsi protein gram/k
apita/h

ari 

 
 
 

52.55         55.000.000  DAK Non Fisik; PAD 



hh 

 

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

    Pelaksanaan Pencapaian 
Target Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun sesuai 
dengan Angka 

Kecukupan Gizi 

              55.000.000  DAK Non Fisik; PAD 

      Jumlah pengembangan 
keanekaragaman 
konsumsi pangan yang 
dilaksanakan 

Keg 2         55.000.000  DAK Non Fisik; PAD 

    Penyusunan dan 
Penetapan Target 
Konsumsi Pangan per 
Kapita per Tahun 

                5.000.000  PAD 

      Jumlah dokumen 
penetapan target 
konsumsi pangan per 
kapita per tahun yang 
disusun 

Dokum
en 

1           2.000.000  PAD 

      Skor Pola Pangan 
Harapan 

% 91.20           3.000.000  PAD 

    Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 

Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber Daya 
Lokal 

              45.000.000  DAK Non Fisik; PAD 

      Jumlah Keragaman 
Komoditas Pangan yang 
dikembangkan 

Jenis 2         20.000.000  PAD 

      Luas pekarangan yang 
digunakan untuk 

pengembangan pangan 
dan diversifikasi pangan 

Ha 0.42         25.000.000  PAD 
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Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

      Jumlah KWT yang 
diberdayakan dalam 
pekarangan pangan 
lestari (DAK) 

Kelomp
ok 

0                          -  DAK Non Fisik 

    Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemantauan dan 
Evaluasi Konsumsi per 
Kapita per Tahun 

                5.000.000  PAD 

      Jumlah survey konsumsi 
energi dan protein per 
kapita per hari yang 
dilaksanakan 

Keg 1           2.500.000  PAD 

      Data konsumsi energi dan 
protein yang disusun 

data 2           2.500.000  PAD 

      Stabilitas harga dan 
pasokan pangan 

% 98         32.888.000  PAD 

    Penyediaan dan 
Penyaluran Pangan 
Pokok atau Pangan 
Lainnya sesuai dengan 
Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
rangka Stabilisasi 
Pasokan dan Harga 
Pangan 
 
 
 
 

 
 

              32.888.000  PAD 
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Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

      Jumlah kegiatan 
Penyediaan dan 
Penyaluran Pangan Pokok 
atau Pangan Lainnya 

sesuai dengan Kebutuhan 
Daerah Kabupaten dalam 
Rangka Stabilisasi 
Pasokan dan Harga 
Pangan yang 
dilaksanakan 

Keg 3         32.888.000  PAD 

    Penyediaan Pangan 
Berbasis Sumber Daya 
Lokal 

              13.000.000  PAD 

      Jumlah pasar murah yang 
dilaksanakan 

Kali 1         13.000.000  PAD 

    Pemantauan Stok, 
Pasokan dan Harga 
Pangan 

                5.000.000  PAD 

      Jumlah survey cadangan 
pangan yang 
dilaksanakan 

Keg 1           4.000.000  PAD 

      Data stok, pasokan dan 

harga pangan yang 
disusun 

data 1           1.000.000  PAD 

    Pengembangan 
Kelembagaan Usaha 
Pangan Masyarakat dan 
Toko Tani Indonesia 

              14.888.000  PAD 

      Jumlah lembaga usaha 
pangan masyarakat dan 
toko tani Indonesia yang 

dikembangkan 
 

lembag
a 

11         14.888.000  PAD 
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Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

Meningkatnya 
Produksi 
Tanaman 
Pertanian 

    Persentase Peningkatan 
Produksi Tanaman 
Pertanian 

% 1    8.637.274.850  DAK Fisik; DAK Non 
Fisik; DBHCHT; PAD 

  Meningkatnya 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Produksi 
Pertanian 

  Persentase peningkatan 
ketersediaan sarana 
pendukung produksi 
pertanian 

% 2    1.295.506.600  DBHCHT; PAD 

    PROGRAM PENYEDIAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
SARANA PERTANIAN 

            647.753.300  DBHCHT; PAD 

      Persentase peningkatan 
jumlah sarana pertanian 

% 2       647.753.300  DBHCHT; PAD 

    Pengawasan 
Penggunaan Sarana 
Pertanian 

            593.753.500  DBHCHT; PAD 

      Jumlah kegiatan 
pengawasan penggunaan 
sarana pertanian yang 

dilaksanakan 

Keg 3       593.753.500  DBHCHT; PAD 

    Pengawasan 
Penggunaan Sarana 
Pendukung Pertanian 
sesuai dengan 
Komoditas, Teknologi 
dan Spesifik Lokasi 

              43.753.500  PAD 

      Jumlah petani yang 
menerapkan teknologi 

budidaya 

Orang 50         18.000.000  PAD 

      Produksi Tanaman 
Pangan 

Ton 396920         18.000.000  PAD 
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Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

      Produktivitas Tanaman 
Pangan 

ton / 
ha 

4.30           7.753.500  PAD 

    Pendampingan 
Penggunaan Sarana 

Pendukung Pertanian 

            550.000.000  DBHCHT 

      Jumlah Pendampingan 
Penggunaan Sarana 
Pendukung Pertanian 
yang dilaksanakan 

Keg 6       336.000.000  DBHCHT 

      Jumlah petani yang 
mendapatkan 
pendampingan 
penggunaan sarana 

pertanian 

Orang 150       150.000.000  DBHCHT 

      Luas lahan intensifikasi 
tanaman Tembakau 

Ha 20         64.000.000  DBHCHT 

    Pengelolaan Sumber 
Daya Genetik (SDG) 
Hewan, Tumbuhan, dan 
Mikro Organisme 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

              53.999.800  PAD 

      Jumlah kegiatan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Genetik (SDG) Hewan, 
Tumbuhan dan Mikro 
Organisme Kewenangan 
Kabupaten yang 
dilaksanakan 

Keg 1         53.999.800  PAD 

    Pemanfaatan SDG 
Hewan/Tanaman 
 
 

              53.999.800  PAD 
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Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

      Jumlah komoditas 
tanaman pertanian 
bersertifikat organik yang 
dihasilkan 

komodi
tas 

0                          -  PAD 

      Jumlah komoditas 
tanaman pertanian hasil 
teknologi perbenihan yang 
dimanfaatkan/ digunakan 

komodi
tas 

2         20.000.000  PAD 

      Produksi Tanaman 
Hortikultura 

Ton 39588.82         33.999.800  PAD 

  Meningkatnya 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Produksi 
Pertanian 

  Persentase peningkatan 
ketersediaan prasarana 
pendukung produksi 
pertanian 

% 2  11.860.775.000  DAK Fisik; PAD 

    PROGRAM PENYEDIAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
PRASARANA PERTANIAN 

         5.930.387.500  DAK Fisik; PAD 

      Persentase peningkatan 
jumlah prasarana 
pertanian 

% 2    5.930.387.500  DAK Fisik; PAD 

    Pembangunan Prasarana 
Pertanian 

         5.930.387.500  DAK Fisik; PAD 

      Jumlah jenis 
pembangunan 
Infrastruktur di bidang 
pertanian yang 
dilaksanakan 

Jenis 3    5.930.387.500  DAK Fisik; PAD 

    Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Jaringan 
Irigasi Usaha Tani 

         4.311.550.000  DAK Fisik; PAD 
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Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

      Jumlah Jaringan Irigasi 
Usaha Tani yang 
dibangun/ direhabilitasi 

Unit 8    4.311.550.000  PAD 

      Jumlah Jaringan Irigasi 

Usaha Tani yang 
dibangun/ direhabilitasi 
(DAK) 

Unit 0                          -  DAK Fisik 

    Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Embung 
Pertanian 

                               -  PAD 

      Jumlah Embung 
pertanian yang dibangun/ 

direhabilitasi 

Unit 0                          -  PAD 

    Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Jalan 
Usaha Tani 

         1.498.837.500  DAK Fisik; PAD 

      Jumlah Jalan Usaha Tani 
yang dibangun/ 
direhabilitasi 

Unit 5    1.498.837.500  PAD 

      Jumlah Jalan Usaha Tani 

yang dibangun/ 
direhabilitasi (DAK) 

Unit 0                          -  DAK Fisik 

    Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan DAM Parit 

            120.000.000  PAD 

      Jumlah DAM Parit yang 
dibangun/ direhabilitasi 

Unit 1       120.000.000  PAD 

    Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Long 
Storage 

                               -  DAK Fisik 
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Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

      Jumlah Long Storage yang 
dibangun/ direhabilitasi 

Unit 0                          -  DAK Fisik 

    Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Balai 
Penyuluh di Kecamatan 
serta sarana 
pendukungnya 

                               -  DAK Fisik 

      Jumlah Balai Penyuluhan 
Kecamatan yang 
dibangun/ direhabilitasi 
(DAK) 

Unit 0                          -  DAK Fisik 

  Meningkatnya 

Kualitas Sumber 
Daya Manusia 
(SDM) 
Pendukung 
Produksi 
Pertanian 

  Persentase peningkatan 

kelas kelompok 

% 5    1.817.805.250  DAK Non Fisik; 

DBHCHT; PAD 

    PROGRAM 
PENYULUHAN 
PERTANIAN 

         1.817.805.250  DAK Non Fisik; 
DBHCHT; PAD 

      Cakupan bina kelompok 
petani 

% 85.84    1.817.805.250  DAK Non Fisik; 
DBHCHT; PAD 

    Pelaksanaan 
Penyuluhan Pertanian 

         1.817.805.250  DAK Non Fisik; 
DBHCHT; PAD 

      Jumlah kelompok yang 
naik kelas 

Kelomp
ok 

84    1.817.805.250  DAK Non Fisik; 
DBHCHT; PAD 

    Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan 
Penyuluhan Pertanian di 
Kecamatan dan Desa 

              22.422.000  DAK Non Fisik; PAD 
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Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

      Jumlah BPP Model yang 
dibina 

BPP 4           7.000.000  PAD 

      Jumlah kecamatan yang 
menyusun buku program 

penyuluhan tingkat BPP 

Kec 27           5.000.000  PAD 

      Jumlah Penyuluh 
Pertanian yang mengikuti 
training 

Orang 110         10.422.000  PAD 

      Jumlah BPP yang 
difasilitasi biaya 
operasional (DAK) 

BPP 0                          -  DAK Non Fisik 

    Pengembangan 
Kapasitas Kelembagaan 

Petani di Kecamatan dan 
Desa 

              68.446.250  PAD 

      Jumlah kegiatan promosi 
dan pameran hasil 
pertanian yang diikuti 
atau dilaksanakan 

Keg 3         33.446.250  PAD 

      Jumlah kelompok olahan 
hasil pertanian yang 
terbina 

Kelomp
ok 

80         35.000.000  PAD 

    Penyediaan dan 
Pemanfaatan Sarana 
dan Prasarana 
Penyuluhan Pertanian 

            103.512.000  DBHCHT; PAD 

      Jumlah sarana 
penyuluhan pertanian 
yang tersedia 

Unit 0                          -  DBHCHT 

      Jumlah prasarana 

penyuluhan pertanian 
yang tersedia 

Unit 1         10.000.000  PAD 

      Rasio jumlah petani 
pengguna safety belt 

% 0.25         13.000.000  PAD 
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Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

      Produksi Tanaman 
Perkebunan 

Ton 70757.34         80.512.000  PAD 

    Pembentukan dan 
Penyelenggaraan 

Sekolah Lapang 
Kelompok Tani Tingkat 
Kabupaten/Kota 

         1.623.425.000  PAD 

      Jumlah sekolah lapang 
kelompok tani yang 
dilaksanakan 

Sekola
h 

12    1.000.000.000  PAD 

      Jumlah kelompok tani 
yang mengikuti sekolah 

lapang 

Kelomp
ok 

50       623.425.000  PAD 

  Meningkatnya 
Hasil 
Penanganan 
Bencana 
Pertanian 

  Persentase peningkatan 
penanganan bencana 
pertanian 

% 1       241.328.800  PAD 

    PROGRAM 
PENGENDALIAN DAN 
PENANGGULANGAN 

BENCANA PERTANIAN 

            241.328.800  PAD 

      Persentase kasus bencana 
Pertanian yang tertangani 

% 40       241.328.800  PAD 

    Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Bencana Pertanian 
Kabupaten/Kota 

            241.328.800  PAD 

      Jumlah kegiatan 
Pengendalian dan 

Penanggulangan Bencana 
Pertanian Kabupaten yang 
dilaksanakan 

Keg 2       241.328.800  PAD 
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Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan, dan 
subkegiatan 

Satuan 
Target Kinerja Program dan 

Pendanaan 
Sumber Dana 

    Pengendalian Organisme 
Pengganggu Tumbuhan 
(OPT) Tanaman Pangan, 
Hortikultura, dan 

Perkebunan 

              67.903.300  PAD 

      Jumlah jenis sarana dan 
prasarana pengendalian 
organisme pengganggu 
tanaman 

Jenis 4         49.500.000  PAD 

      Jumlah kegiatan 
pengendalian organisme 
pengganggu tanaman 

Keg 3         18.403.300  PAD 

    Penanggulangan Pasca 
Bencana Alam Bidang 
Tanaman Pangan, 
Hortikultura, 
Perkebunan, Peternakan 
dan Kesehatan Hewan 

            173.425.500  PAD 

      Jumlah bibit tanaman 
pangan yang tersedia 

Ton 6         83.425.500  PAD 

      Jumlah bibit tanaman 
perkebunan yang tersedia 

Bibit 5500         45.000.000  PAD 

      Jumlah bibit tanaman 
hortikultura yang tersedia 

Bibit 1000         45.000.000  PAD 
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BAB III 
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

      

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 

 Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari sistem perencanaan 

pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi 

serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Banyumas.  Oleh 

karena itu, Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Banyumas berpedoman pada Rencana Strategis Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan mengacu pada Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, sehingga dapat 

dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, 

seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2017, RKP Nasional,  

maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Tengah 2005–

2025, dan RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 dan RKPD 

Kabupaten Banyumas 2021. 

Sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan telah berperan 

dalam perekonomian nasional melalui pembentukan PDB, perolehan 

devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan 

kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan 

pendapatan masyarakat.  Sektor pertanian, perkebunan dan 

kehutanan mempunyai efek pengganda kedepan dan kebelakang yang 

besar melalui keterkaitan input-output-outcomes antar industri, 

konsumsi dan investasi.  Hal ini terjadi secara nasional maupun 

regional karena keunggulan komparatif sebagian besar wilayah 

Indonesia dalah di sektor pertanian.   

 

A. Visi Kementerian Pertanian 

Visi Kementrian Pertanian adalah terwujudnya pertanian 

imdustrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal 

untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya 

saing, ekspor dan kesejahteraan petani. 
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B. Misi Kementrian Pertanian 

Misi Kementrian Pertanian adalah : 

1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, 

berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan 

lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis; 

2. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang 

mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan 

produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan; 

3. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan 

pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan 

ketahanan pangan; 

4. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta 

mampu memanfaatkan IPTEK dan sumberdaya lokal untuk 

menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi; 

5. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, 

sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi; 

6. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai 

bahan baku industri; 

7. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal 

dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif 

dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan; 

8. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi 

dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar 

domestik, regional dan internasional; 

9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan 

perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan 

berkeadilan; 

10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur 

pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional; 

 

C. Tujuan Kementrian Pertanian 

Tujuan Kementrian Pertanian adalah : 

1. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan 

yang  berbasis sumberdaya lokal; 

2. Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan; 

3. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk 

diversifikasi pangan; 
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4. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk 

pertanian; 

5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; 

 

D. Target Utama Kementrian Pertanian 

Target Utama Kementrian Pertanian 5 (lima) tahun ke depan 

dalam membangun pertanian di Indonesia, yaitu sebagai berikut : 

1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. 

2. Peningkatan Diversifikasi Pangan. 

3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor. 

4. Peningkatan Kesejahteraan Petani. 

 

E. Arah Kebijakan Kementrian Pertanian 

Arah dan kebijakan Kementrian Pertanian adalah : 

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya 

yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain 

bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah 

Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT). 

2. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi 

pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha 

Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar 

di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD) dan 

Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga 

pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri 

pertanian di perdesaan. 

3. Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, 

dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang 

berkelanjutan. 

4. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula 

industri.  

5. Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-

produk substitusi komoditas impor. 

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui 

perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti 

irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani. 

7. Jaminan penguasaan lahan produktif. 
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8. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok 

tani. 

9. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional. 

10. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan 

sarana, pelatihan, dan pendampingan. 

11. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan 

bunga rendah. 

12. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha 

melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang 

kondusif. 

13. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara 

vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani 

produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya 

saing tinggi di pasar lokal maupun internasional. 

14. Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal 

terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat 

khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM. 

15.  Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan 

lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan 

dan stabilisasi harga di sentra produksi. 

16. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama 

penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu. 

17. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah 

nasional. 

18. Penguatan sistem perkarantinaan pertanian. 

19. Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik 

lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat 

dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani. 

 

F. Strategi Kementrian Pertanian 

Strategi pembangunan pertanian selama 5 (lima) tahun ke 

depan dalam membangun pertanian di Indonesia adalah TUJUH 

GEMA REVITALISASI yaitu : 

1. Revitalisasi Lahan; 

2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan; 

3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana; 

4. Revitalisasi SDM; 
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5. Revitalisasi Pembiayaan Petani; 

6. Revitalisasi Kelembagaan Petani; dan 

7. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir. 

 

G. Program Kementrian Pertanian 

Dua belas program yang dilaksanakan Kementerian Pertanian 

adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman 

pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada 

berkelanjutan; 

2. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk 

tanaman hortikultura berkelanjutan; 

3. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman 

perkebunan berkelanjutan; 

4. Pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan 

penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal. 

5. Penyediaan dan pngembangan prasarana dan sarana 

pertanian; 

6. Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, 

pemasaran dan ekspor hasil pertanian; 

7. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; 

8. Penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing; 

9. Pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani; 

10. Peningkatan kualitas perkarantinaan pertanian dan 

pengawasan keamanan hayati; 

11. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur 

Kementerian Pertanian; 

12. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Kementerian Pertanian. 

 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD 

A. Tujuan dan Sasaran 

 Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Banyumas dalam rangka pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi yang dijalankan adalah : 

1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian; 

2. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama; 
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3. Meningkatnya Akses Pangan; 

4. Meningkatnya Pemanfaatan Pangan. 

 

Indikator tujuan yang akan dicapai adalah : 

1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian dengan 

target tahun 2021 adalah 1%; 

2. Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan 

beras/jagung sesuai kebutuhan) dengan target tahun 2021 

adalah 96%; 

3. Coefisien of Variant (CoV) dengan target tahun 2021 adalah 

25,17%; 

4. Persentase peningkatan luasan lahan pangan lokal yang 

dikembangkan dengan target tahun 2021 adalah 3,5% 

 

Dalam melaksanakan tujuan tersebut, dijabarkan dalam sasaran 

yang hendak dicapai, yaitu : 

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi 

Pertanian, dengan  indikator sasaran : 

a. Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung 

produksi pertanian  (%), dengan target 2021 sebesar 2%; 

b. Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pendukung 

produksi pertanian (%), dengan target 2021 sebesar 2%; 

2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya manusia (SDM) 

Pendukung Produksi Pertanian, dengan indikator sasaran : 

a. Persentase peningkatan kelas kelompok (%), dengan target 

2021 sebesar 5%; 

3. Meningkatnya Hasil Penanganan Bencana Pertanian, dengan 

indikator sasaran : 

a. Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian (%), 

dengan target 2021 sebesar 1%; 

4. Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan, dengan indikator        

sasaran : 

a. Persentase Penguatan Cadangan Pangan (%), dengan target 

2021 sebesar 82%; 

5. Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan; 

a. Persentase Penanganan daerah rawan pangan (%), dengan 

target tahun 2021 sebesar 65%; 
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6. Meningkatnya Diversifikasi Pangan: 

a. Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang 

dikembangkan (%), dengan target tahun 2021 sebesar 20%;  

7. Meningkatnya Keamanan Pangan: 

a. Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji 

dalam rangka keamanan pangan (%), dengan target tahun 

2021 sebesar 2%; 

 

3.3 Program dan Kegiatan 

Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 

sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 6 kegiatan 

yaitu : 

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah; 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah; 

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan 

Kemandirian Pangan, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian 

Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat, yang terdiri dari 2 kegiatan : 

a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya 

sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam 

rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; 

b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan, yang terdiri dari                   

1 kegiatan yaitu :  

a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;  
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5. Program Pengawasan Keamanan Pangan, yang memiliki                                

1 Kegiatan  : 

a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota 

6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri 

dari  2 kegiatan :  

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; 

b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, 

dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota; 

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, 

dengan 1 kegiatan yaitu: 

a. Pembangunan Prasarana Pertanian. 

8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, 

terdiri dari 1 Kegiatan :  

a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

Kabupaten/Kota;  

9. Program Penyuluhan Pertanian, terdiri dari 1 Kegiatan : 

a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;  
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BAB IV 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DALAM 

RENJA PERUBAHAN 

 

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD 

Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sampai dengan triwulan II dan 

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu 

dilakukan perubahan terhadap output dan pagu indikatif program pada 

lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. 

Rencana kerja perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Banyumas Tahun 2021 beserta pendanaanya adalah sebagai 

berikut:  

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan 

Kemandirian Pangan dengan anggaran Rp 638,621,000, yang terdiri dari 

1 kegiatan  

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

dengan anggaran Rp 87.888.000, yang terdiri dari 2 kegiatan 

3. Program Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan anggaran Rp 

29.000.000, yang terdiri dari 1 kegiatan 

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan anggaran Rp 

10.000.000, yang terdiri dari 1 kegiatan  

5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan 

anggaaran Rp 647.753.300, terdiri dari 2 Kegiatan  

6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan 

anggaran Rp 5.930.387.500, yang terdiri dari 1 Kegiatan  

6. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan 

anggaran Rp 241.328.800, yang terdiri dari 1 kegiatan 

7. Program Penyuluhan Pertanian dengan anggaran Rp 1.817.805.250, 

yang terdiri dari 1 kegiatan  

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

dengan anggaran Rp 23.474.192.405, yang terdiri dari 6 kegiatan    

 

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada 

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2021 
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BAB V 

PENUTUP 

 

     Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 merupakan dokumen 

perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun 

Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Tahun 2021. Renja Perubahan akan menjadi pedoman 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Banyumas Tahun  2021, beberapa kaidah pelaksanaan 

sebagai berikut: 

1. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Tahun 2021 berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten 

Banyumas Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Strategis Organisasi 

Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi 

program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten 

Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN. 

2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan seluruh stakeholders 

pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha 

berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan 

kegiatan Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.  

3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Tahun 2021 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 

2021.  

4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan 

rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik. 

Disamping itu Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk jangka waktu 

1 (satu) tahun ke depan. 

Untuk itu kami mengharapkan kepada semua pihak yang 

berkepentingan untuk sungguh-sungguh melaksanakan Rencana Kerja 

Perubahan ini, sehingga dapat tercapai upaya mengatasi permasalahan 
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pertanian, dan pangan serta sebagai upaya  meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan 

berkelanjutan dan mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor 

Kedaulatan Pangan. 

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja 

Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 mampu mendorong 

terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju 

“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”.  
 

 

 Purwokerto,          Agustus 2019 










